BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)

Mengingat

Undang-Undang Nomor 23 T ahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026
tentang Penyesuaian Pidana, Kepala Daerah menyampaikan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah
tahun anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran
2025;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4250);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang . . .




Menetapkan :

10.

&

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 93 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 279, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7030);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
dan
BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1 .

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah berupa laporan keuangan yang memuat:

a. laporan realisasi anggaran;

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;

¢. neraca;

d. laporan . . .




d. laporan operasional,

e. laporan arus kas;

f. laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 huruf a Tahun Anggaran 2025, meliputi:

a. pendapatan Rp. 2.026.735.925.862,50
b. belanja Rp. 1.957.155.717.046,17
surplus/ (defisit) Rp. 69.580.208.816,33
c. pembiayaan
1. penerimaan Rp. 41.019.821.176,48
2. pengeluaran Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 41.019.821.176,48
Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 110.600.029.992,81
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, meliputi:

a. selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan
sejumlah Rp.192.941.086.084,50 dengan rincian sebagai

berikut:
1. anggaran pendapatan

setelah perubahan Rp. 2.219.677.011.947,00
2. realisasi Rp. 2.026.735.925.862,50
selisih lebih/(kurang) Rp. 192.941.086.084,50

b. selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah
Rp. 303.539.942.507,31 dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran belanja

setelah perubahan Rp. 2.260.695.659.553,48
2. realisasi Rp. 1.957.155.717.046,17
selisih lebih/(kurang) Rp. 303.539.942.507,31

c. selisih anggaran  surplus/defisit  dengan realisasi
surplus/defisit ~ sejumlah Rp.28.561.561.209,85 dengan
rincian sebagai berikut:

1. anggaran surplus/defisit

setelah perubahan Rp. 41.018.647.606,48
2. realisasi Rp. 69.580.208.816,33
selisih lebih/(kurang) Rp. 28.561.561.209,85

d. selisih anggaran penerimaan pembiayaan dengan realisasi
penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.1.173.570,00 dengan
rincian sebagai berikut:

1. anggaran Penerimaan
Pembiayaan setelah

Perubahan Rp. 41.018.647.606,48
2. realisasi Rp. 41.019.821.176,48
selisih lebih/(kurang) Rp. 1:173.570,00

e. selisih anggaran pengeluaran pembiayaan dengan realisasi
pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian

sebagai berikut:
1. anggaran Pengeluaran Pembiayaan

setelah Perubahan Rp. 0,00
2. realisasi Rp. 0,00
selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00

f. selisih . . .







